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BAB III  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. BKSDA Yogyakarta dalam menjalankan perannya dalam 

mengendalikan perdagangan satwa liar dilindungi di DIY sudah baik 

dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Hal ini dibuktikan dengan 

upaya yang sudah dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta seperti 

melakukan penangkapan bersama kepolisian, melakukan sosialisasi 

atau penyuluhan kepada masyarakat dan pedagang pasar hewan, dan 

melakukan identifikasi satwa. Agar upaya pengendalian perdagangan 

satwa liar dilindungi DIY lebih maksimal BKSDA Yogyakarta telah 

menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus Polda DIY dan Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta 

(YKAY).  

2. Dalam proses pelaksanaannya BKSDA Yogyakarta mengalami 

berbagai kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang saat ini 

dialami adalah dimana proses penyidikan bukan menjadi wewenang 

PPNS, sehingga BKSDA Yogyakarta harus melakukan penyelidikan 

bersama aparat penegak hukum.  Kemudian, kendala eksternalnya ialah 

kesulitan BKSDA Yogyakarta dan penyidik untuk masuk dalam 

lingkungan para pelaku perdagangan karena memiliki komunitas khusus  
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3. untuk pelaku dan tidak semua orang bisa masuk dengan mudah dalam 

komunitas tersebut. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yaitu :  

1. BKSDA Yogyakarta perlu membuat applikasi untuk identifikasi status 

satwa agar mempermudah dan mempercepat proses penyidikan. 

Aplikasi tersebut tidak hanya untuk membantu BKSDA Yogyakarta saja 

dan aparat penegak hukum, tetapi juga diperuntukkan masyarakat umum 

yang membutuhkan konfirmasi cepat mengenai status satwa dan 

memuat info terbaru mengenai satwa liar.  Aplikasi ini dapat digunakan 

ketika seseorang menemukan kasus perdagangan satwa liar dan 

membutuhkan kepastian secara cepat apakah satwa yang dijual tersebut 

masuk dalam jenis dilindungi atau tidak. 

2. Dalam rangka untuk menurunkan angka kasus tindak pidana 

perdagangan satwa liar dilindungi penulis menyarankan kepada 

BKSDA Yogyakarta perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat 

mengenai kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi. Edukasi tersebut 

dapat diimplementasikan dengan membuat konten yang di unggah 

melalui media sosial BKSDA Yogyakarta  

3. Dalam rangka untuk menyelamatkan satwa penulis menyarankan 

kepada BKSDA Yogyakarta untuk melakukan kerjasama dengan 

instansi dan masyarakat untuk membuat tempat penangkaran yang lebih 
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banyak untuk menampung satwa hasil sitaan mengingat bahwa tempat 

penangkaran satwa di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbatas.  
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